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MOTTO

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada
setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Al-

Bagarah: 261)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan

orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Adz-Dzariyat: 19)
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ABSTRAK

Hani Amaria, Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial
(Askesos)New Initiative bagi Pekerja Mandiri Sektdnformal di Tiga Kabupaten
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014. Skripsi: Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesoey initiative bagi pekerja mandiri
Sektor Informaldi Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-
2014. Penelitian ini dilatar belakangi oleh, 1) kecelakaan dan kematian akibat
kerja bisa terjadi pada siapapun kapanpun dan dimanapun baik itu pekerja sektor
formal maupuninformal, 2) data pekerja sektarformal lebih besar dibandingkan
pekerja sektoformal, 3) adanya kebijakan pemerintah UU No 40 Tahun 2004
tentang SJSN dan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 4) adanya
perubahan skema Askesos lama menjadi Askaesosnitiative.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil obyek
penelitian implementasi program Askesoaw initiative bagi pekerja mandiri
sektorinformal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-
2014. Subjek penelitian ini adalah Pegawai atau Staf seksi KTKPM di Dinas
Sosial DIY sebagai pengendali program Askesos, dilengkapi dengan tim
pelaksana Askesos di beberapa LPA sebagai pelaksana pada tingkat komunitas,
para pendamping, BPJS Ketenagakerjaan serta peserta Askesos yang mengajukan
klaim dan non klaim. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan
semua informasi, mereduksi data, menyajikan hasil temuan dengan teknik berfikir
deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Askesos
initiative dilakukan oleh beberapa implementer melalui tahap interpretasi,
pengorganisasian dan pengaplikasian. Pengaplikasian program Agh&sos
initiative melalui proses sosialisasi, observasi, seleksi dan penetapan
yayasan/organisasi sosial pelaksana LPA, seleksi peserta Askesos, seleksi dan
penetapan pendamping Askesos, bimbingan motivasi peserta Askesos, bimbingan
teknis dan supervisi bagi LPA, pendampingan, pelaksanaan tabungan dan CDS,
tahap pengajuan manfaat serta tahap pengendalian.

Pelaksanaan program Askeswsv initiative dipengaruhi dengan beberapa
faktor antara lain faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan
struktur birokrasi. Program Askesos sangat bermanfaat bagi para peserta Askesos
sektorinformal yang berpenghasilan rendah beserta keluarga yang ditinggalkan
dengan mendapat bantuan berupa JKK dan JKM, namun ada beberapa faktor yang
dikeluhkan oleh para implementer dan peserta Askesos yaitu kecukupan sumber
daya keuangan, informasi serta disposisi BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Implementasi Program Askesesv initiative, Sektorinformal, Tiga
Kabupaten DIY.
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menemani dalam proses penelitian.
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namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan. Oleh
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul’ Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial
(Askesos) New Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014Agar terhindar dari
kesalahpahaman dalam menginterprestasikan judul tersebut maka peneliti perlu
menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut. Adapun istilah
yang perlu ditegaskan yaitu:
1. Implementasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti
pelaksanaan atau penerapan.
2. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) New Initiative
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) adalah sistem perlindungan
sosial bagi pekerjaektor informalyang berpenghasilan rendah atau miskin
dan berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga, dalam bentuk jaminan
pengganti pendapatan yang disebabkan peserta atau tertanggung mengalami
penurunanmaupun kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja dan

meninggal duni&.

! Departemen Pendidikakamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), him. 529.

2 Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan
dan Jaminan SosiaBuku Saku Asuransi Kesejahteraan Sosial (Aske@¢sinenterian Sosial R,
2012), him. 1



Pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) menurut

Kementerian Sosial RI. terdiri dari dua jenis yditu:

a. Asuransi skema lama sudah berjalan sejak tahun 2003 sampai 2011.
Pelaksanaan Askesos skema lama ini dikelola langsung oleh organisasi
sosial dan kegiatan asuransi berbasis komunitas.

b. AskesosNew Initiativeatau skema baru mulai berjalan pada tahun 2012.
Pelaksanaan program Askesd$ew Inititive merupakan perubahan
penyempurnaan dari pelaksanaan program Askesos skema lama. Gagasan
baru model Askesos ini, dimodifikasi atau skema pengelolaannya yang
semula langsung dikelola oleh lembaga sosial/organisasi sosial, kemudian
beralih kepada PT. Jamsostek (Persero). Dan saat ini organisasi sosial
berperan sebagai Lembaga Pelaksana Askesos (LPA), yang berfungsi
sebagai wadah atau perujuk data peserta kepada PT. Jamsostek (Persero)
sebagaimana prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan.

Adapun program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dalam
penelitian ini adalah Asuransi Kesejahteraan Sosial (Ask&s®s) Initiative

di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2014.

3. Pekerja Mandiri Sektor Informal
Pekerjasektor informaladalah orang atau pekerja yang melakukan
kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri, dengan modal yang sangat

terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial ekonomi dalam

® Wawancara dengan Bapak Budi, Ketua Seksi KTKPM dan Jamsos Dinas Sosial
Yogyakarta, di Dinas Sosial Yogyakarta, pada hari Selasa 18 Maret 2014.



rangka memperoleh penghasilan, guna memenuhi kebutuhan dasar secara

layak?

Pekerjasektor informalmenurut Hesti R Wijaya dapat diklasifikasikan
menjadi tiga kelompold
a. Pengusaha atau sebagai pemilik usatiarmal dan pemilik sekaligus

operator dari pengusaha mandiri.

b. Pekerja mandiri atau kepala dari bisnis keluarga, orang yang
memperkerjakan diri sendiri, tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri dan
tidak dibayar.

c. Buruh upahan atau pekerja dari perusahadormal seperti pekerja
kasual, pekerja rumahan, pembantu rumah tangga, pekerja paruh waktu
dan pekerja tidak terdaftar.

Namun lebih jelasnya pekergektor informalyang dimaksud dalam
penelitian ini lebih menyerupai kategori kedua dan ketiga, dan pelekiar
informal merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, seperti para buruh,
tukang kayu, kuli bangunan, tukang becak, nelayan dan lain-lainyang masuk
dalam kategori keluarga miskin atau berpenghasilan rendah. Penghasilan

pekerja sektor informal dalam program Askesosew initiative tersebut

* Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial,Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askeg$@snentrian Sosial,
2012), him.8

> Hesti R Wijaya, “Sektor Informal: Katub Pengaman dan Sang Penyelamat yang
Terabaikan”, _http://fpbn3.blogspot.com/2008/09/sektor-informal-katup-pengaman-dan-sang.htmi
di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 18.38 WIB




ditetapkan oleh pemerintah tiap pekerjgektor informal dianggap
berpenghasilan Rp 1.200.000,-.

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah pelaksanaan program
Askesos skema baru pada tahun 2013-2014 yang diperuntukkan bagi pekerja
mandiri sektor informal yang berpeghasilan rendah atau miskin di tiga

Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan merupakan profesi yang digeluti oleh setiap orang.
Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari nafkah, baik untuk diri sendiri,
keluarga maupun orang lain untuk dapat terpenuhinya kebutuhan hidup agar
memperoleh hidup yang sejahtera, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tidak semua profesi yang dijalani setiap
orang memiliki kesamaan. Bermacam-macam jenis profesi mulai dari profesi
sebagai pekerjdormal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja dibawah
naungan lembaga atau kantor, pekerja dibawah naungan pabrik atau industri dan
lain-lain, begitu juga profesi sebagai pekendormal seperti tukang kayu,
pedagang kaki lima, tukang batu, penjual koran, penyemir sepatu, nelayan, tukang
becak dan lain-lain. Setiap pekerjaan memiliki tantangan dan resiko masing-
masing yang tidak dapat diperkirakan, seperti resiko sakit akibat pekerjaan yang

digeluti, resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

® Wawancara dengan Bapak Novaria Sulistio, bagian Administrasi Informal khusus, di
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY, pada tanggal 11 September 2014.



Kecelakaan dan kematian dalam bekerja kerap kali terjadi baik pada pekerja
formal maupun pekerjanformal. Resiko tersebut tidak dapat dipungkiri bisa
terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun, karena kedua keadaan tersebut
sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Keadaan seperti ini bisa membuat
risau dan tidak tenang dalam bekerja, apalagi jika yang berkerja merupakan
pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun kedua keadaan tersebut diharapkan
agar tidak terjadi, maka manusia harus tetap berupaya agar kecelakaan dalam
bekerja sebisa mungkin dapat diantisipasi dan dihindari, serta kematian pun sebisa
mungkin agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, dengan adanya faktor permasalahan dalam bekerja tersebut
agar para pekerja dapat menikmati pekerjaanya dengan tenang dari resiko yang
mungkin bisa saja terjadi, maka dalam rangka membudayakan keselamatan dan
kesehatan kerja di Indonesia, PT.Jamsostek (Persero) berpartisipasi menangani
berbagai permasalahan dalam mengurangi angka kecelakaan kerja, penyakit dan
kematian akibat kerja. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memberikan asuransi kepada pekerja
sektor formal berupa perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang
pelaksanaannya ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT.
Jamsostek (Persero) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut penjelasan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

tersebut, jaminan sosial hanya dapat mencakup bagi para pekerjasg&iam



formal Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pasal 6 dijelaskan bahwa:
“BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat
(2) huruf b menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.”
Kemudian pada pasal 16 ayat 1 telah dinyatakan bahwa:
“Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan luran,
yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta
kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.
Dijijelaskan pula dalam Undang-Undang No0.40 tahun 2004 pasal 14 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bahwa pada:
“ Ayat (1): pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan
iuran sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan .sAyi
(2): penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian pada Ayat K8jentuan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.®
Penjelasan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
tersebut keluarga miskin dan tidak mampu masuk ke dalam kategori Penerima
Bantuan Iuran (PBI) yang mendapat jaminan kesehatan. Namun dari penjelasan
Undang-Undang tersebut bagi para pekerja sektor informal khususnya pekerja
mandiri keluarga miskin belum terangkul serta terpenuhi hak-hak mereka untuk

dapat memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Sebagian besar pekerja di

Indonesia merupakan pekerja skktor informal,perlindungan dari kecelakaan

"Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal
6 dan pasal 16 ayat 1

8 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 14
ayat 1,2 dan 3



dan kematian akibat kerja juga sangat dibutuhkan bagi para pelekar
informal, karena kondisi kerja mereka terkadang sangat buruk tanpa adanya
perlindungan sosial.

Berdasarkan data ketenagakerjaan yang dirilis dari Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah pekerjasektor formaldi Indonesia pada tahun terakhir bulan
Februari 2012 mencapai 42,1 juta orang (37,29 %), sedangkan sisanya adalah
pekerjasektor informalyang mencapai 70,7 juta orang(62,71%k)enurut Heru
Prayitno, Kepala Cabang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Yogyakarta pada 31 Desember 2013, data yang telah tercatat
dalam BPJS Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pelkedtiar
formal daninformal sebanyak 1,8 juta orang yang terdiri dari 30% pelsaiior
formal dan sisanya sebanyak 70% merupakan pelesidor informaf® Jika
dilihat jumlah data ketenagakerjaan tersebut, baik di Indonesia maupun di Daerah
Istimewa Yogyakarta pekerjsektor informallebih besar dibandingkan pekerja
sektor formal

Telah tercatat dalam data pengajuan 10 Lembaga Pelaksana Askesos (LPA)
di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013, terdapat 5.850
orang tergolong sebagai pekerja mansiktor informaldalam kategori keluarga

miskin, namun setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan

° Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, “Keadaan Ketenagakerjaan”,
http://data.tnp2k.go.id/?g=content/keadaan-ketenagakerjaan-februari-2012-bag2, diakses pada
tanggal 27 Februari 2014 pukul, 12.23 WIB

YAntara, “25 Persen Pekerja Formal Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan”,
http://k3dkebumen.wordpress.com/2014/02/06/25-persen-pekerja-formal-terdaftar-bpjs-
ketenagakerjaan/, diakses pada tanggal 27 Februari 2014, pukul 14.11 WIB




Kementerian Sosial Rl sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, dalam
rekapitulasi validasi jumlah peserta yang berhak menerima subsidi Askesos
berjumlah 5.233 orant.

Dalam rangka upaya untuk memeratakan Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) dan mempromosikan pemberdayaan mitra sosial untuk berpartisipasi
dalam sistem jaring pengaman sosial di negara-negara ASBEAdbdiation of
Southeast Asian Nation), pada tanggal 5 sampai 7 Desember 2013 telah dibuka
Workshop ASEAN-Jepang di Hotel Grand Aston Yogyakarta tentang “Skema
Pengaturan Jaminan Sosial”. Utusan-utusan tersebut datang dari Vietham,
Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura dan negara Indonesia
sendiri, dalanworkshop tersebut mereka berdialog mengenai jaminan sosial bagi
pekerjaformal dan informal di Yogyakarta. Muchtar Lutfi Sekretaris Jendral
Kementerian Tenaga Kerja dalam pembukaanworkshop ASEAN-Jepang pada 6
Desember 2013 mengatakan “Sebagian besar pakésjanal di ASEAN tidak
mendapatkan akses perlindungan jaminan soSial”.

Permasalahan mengenai akses perlindungan jaminan sosial tersebut, masih
banyak pekerjasektor informal di beberapa Kabupaten Daerah Istimewa
Yogyakarta yang belum sepenuhnya memperoleh jaminan sosial.Maka dari itu
untuk mengetahui implementasi program Askesos, peneliti mengambil sampel

tiga kabupaten sebagai objek penelitian yaitu Kabupaten Sleman, Kota dan

Y'Rekapitulasi hasil validasi calon penerima subsidi iuran Askesos tahun 2013 di Dinas
Sosial Yogyakarta

2Muh Syaifullah, “Indonesia dan ASEAN Bahas Jamsostek di Yogyakarta”,
http://www.tempo.co/read/news/2013/12/06/173535247/Indonesia-dan-ASEAN-Bahas-Jamsostek-
di-Yogyakarta diakses pada tanggal 28 Februari 2014, pukul14.15 WIB.




Bantul. Sesuai data di BPJS Ketenagakerjaaan sebanyak 1.502 pekéoja
informal didaftarkan sebagai peserta program Askesos yang memperoleh jaminan
kematian dan jaminan kecelakaan kerja.Sesuai dengan pasal 9 dan 10 Undang-
Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah melalui
Kementrian Sosial Republik Indonesia memberikan perlindungan jaminan sosial
bagi para pekerja sektor informal keluarga miskin berupa Asuransi Kesejahteraan
Sosial (Askesos). Sistem jaminan sosial ditujukan agar dapat merata dan dapat
mensejahterakan para pekerja mangektor informal keluarga miskin yang
bekerja sebagai tulang punggung keluarga, mampu terpenuhi hak-haknya
memperoleh jaminan kecelakaan, jaminan sakit dan kematian akibat kerja.

Inisiatif program pemerintah tersebut berawal dari Asuransi Kesejahteraan
Sosial (Askesos) skema lama kemudian dilakukan evaluasi sehingga terbentuk
program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askeseg) initiativeatau skema baru.
Askesos skema baru ini merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang
memberikan jaminan atas menurun dan hilangnya pendapatan keluarga
disebabkan pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja atau meninggal
dunia’®

Program Askesos sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2003, namun
hingga saat ini masih dalam proses penyempurnaan skema dengan adanya

perubahan-perubahan menuju terwujudnya kegiatan yang lebih baik dart*benar.

YwWawancara dengan Bapak Budi, ketua seksi KTKPM dan Jamsos Dinas Sosial
Yogyakarta, di Dinas Sosial Yogyakarta, pada hari Selasa 25 Februari 2014.

“Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial,Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (AskgB@shentrian
Sosial RI, 2012), him. 2



10

Pengelolaan program Askesos lama dari tahun 2003-2011 yang awalnya dikelola
oleh Lembaga Sosial atau Organisasi Sosial, kemudian beralih diamanatkan oleh
pemerintah diserahkan kepada PT. Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa yang boleh mengelola jaminan
ketenagakerjaan adalah badan resmi BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Lembaga sosial atau organisasi sosial yang dulu berperan sebagai pengelola, saat
ini lebih berperan sebagai Lembaga Pelaksana Askesos (LPA), menjadi wadah
atau perujuk data peserta kepada PT. Jamsostek (Persero) atau BPJS
Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang kebijakan pemerintah tersebut maka program ini
menarik untuk diteliti agar dapat diketahui bagaimana pelaksanaan program
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesoev initiative atau skema baru bagi
pekerja mandirsektor informaldi Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta,
sehingga nantinya dapat memenuhi hak-hak mereka dalam memperoleh jaminan

sosial dan terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja sektor informal

. Rumusan Masalah:
Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi pokok masalah dalam
penyusunan skripsi ini adalah:
1. Bagaimana implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
new initiativeatau skema baru bagi pekerja mandektor informaldi Tiga

Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-20147
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2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi program Askesesinitiative

di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:
1. Tujuan
Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian
yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara
lain:

a. Menggambarkan bagaimana pelaksanaan program pemerintah tentang
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema baru bagi pekerja mandiri
sektor informaldi Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-
2014.

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesnsyv initiative di Tiga Kabupaten

Daerah Istimewa yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

a. Menambah wawasan dan sebagai sumber pengetahuan dalam ilmu
kesejahteraan sosial tentang kebejijakan pemerintah melalui proses berjalanya
program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema baru.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.
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Manfaat praktis:
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ukur kebijakan pemerintah
terhadap perubahan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) lama

menjadi Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema baru.

. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelaahan pustaka yang penyusun lakukan,
terhadap literatur-literatur yang ada maka sepanjang pengetahuan penyusun, sudah
ada karya tulis atau penelitian yang membahas tentang asuransi atau jaminan
sosial bagi ketenagakerjaan dan program Asuransi Kesejahteraan Sosial, namun
belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai
implementasi program Asuransi Kesejahteraan Shisal Initiativebagi keluarga
miskin pekerja mandiri dsektor informal Penelitian yang telah penyusun telaah
mengenai Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) seperti:

Pertama, penelitian yang telah disusun oleh Sri Lestari yang berjudul
“Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Menurut Perspektif Peserta di
Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa YogyakattaPenelitian yang
dilakukan oleh Sri Lestari lebih membahas mengenai evaluasi program Asuransi
Kesejahteraan Sosial (Askesos) difokuskan pada satu lokasi yaitu Kabupaten
Bantul. Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa program Asuransi

Kesejahteraan Sosial (Askesos) di Kabupaten Bantul hingga akhir tahun 2011

5 Sri Lestari, Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Menurut Perspektif
Peserta di Kabupaten Bantul Provinsi. D.l. Yogyakartartdesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta:
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga, 2012).
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telah dilaksanakan oleh organisasi sosial dan pelaksanaannya belum dapat
dikatakan berhasil meskipun masyarakat pekerja informal telah termotivasi untuk
menjadi anggota peserta Askesos, kemudian yang menjadi peserta Askesos masih
belum mencapai maksimal karena hanya berkisar sebanyak 130 hingga 170
peserta saja tiap organisasi sosial karena masih banyak pekerja sektor informal
yang belum mengetahui mengenai program Askesos.

Kedua, penelitian yang dilakukan Eny Hikmawati. dkk, yang berjudul
“Pengkajian Efektifitas Asuransi Kesejahteraan SosiaBerbeda dari penelitian
Sri Lestari yang memfokuskan pada satu daerah kabupaten, penelitian yang
dilakukan Eny Hikmawati. dkk, lebih bersifat nasional karena tidak berfokus pada
satu provinsi atau daerah saja melainkan pada lima Propinsi seperti Jawa Barat,
Papua, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Sulawesi Utara. Dalam penelitian
Eny Hikmawati. dkk, lebih memberatkan pada pembahasan faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan program Askesos. Hasil penelitian Eny Hikmawati. dkk,
menjelaskan bahwa efektivitas program Askesos dapat dilihat dari beberapa
aspek: a) aspek kelembagaan atau organisasi, b) aspek sumber daya manusia, c)
aspek manajemen, d) kemampuan pengelola dalam manajemen program Askesos
dan pemilikan sarana guna penumbuhan akseptabilitas program, e) ditinjau dari
manfaat @utcome serta dampakiripac) bagi peserta Askesos.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhtar dan Habibullah yang

berjudul ‘Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi

®Eny Hikmawati. dkk, Pengkajian Efektifitas Asuransi Kesejahteraan Sosial”,
(Yogyakarta: B2P3KS PRESS, Cetakan pertama, 2009).
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Kesejahteraan Sosial, di Empat Daerah IndonesfaPenelitian ini dilakukan di

empat daerah yaitu Kabupaten Deli Serdang, Gunung Kidul, Gowa dan Kota
Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses dan hasil pelaksanaan
Program Askesos. Hasil penelitian Muhtar dan Habibullah menjelaskan bahwa
dari sisi proses penentuan lokasi, kemitraan dan kepesertaan program, belum
dilakukan secara maksimal karena dari empat lokasi penelitian terdapat satu lokasi
instansi sosial Kota Ambon, tidak tahu adanya program Askesos di daerahnya,
bahkan tidak pernah merasa mengusulkan dan tidak dilibatkan. Hasil dari kegiatan
Askesos di empat daerah tersebut ditemukan bahwa pemahaman manfaat program
Askesos bagi para pelaksana dan peserta Askesos sebagai tempat usaha simpan
pinjam uang kepada pengelola. Dampak Askesos bagi perkembangan sosial
ekonomi peserta (sebenarnya) positif, namun program tidak pada formatnya
sebagai Askesos yang bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan
kesejahteraan sosial , tetapi lebih pada bentuk semacam simpan pinjam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Chatarina Rusmiyati yang
berjudul, ‘Asuransi Kesejahteraan Sosial: Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi
Pekerja Sektor Informal.*® Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung,
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Askesos, pendukung dan
penghambat serta manfaat bagi peserta Askesos di Provinsi Lampung. Sasaran

subjek pada penelitian ini adalah pengurus lembaga pengelola Askesos dan

YMuhtar dan Habibullah, Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi
Kesejahteraan Sosial, di Empat Daerah IndonesidJakarta: BPP3KS Press, Cetakan pertama,
2009).

¥®Chatarina Rusmiyati, Asuransi Kesejahteraan Sosial: Jaminan Kesejahteraan Sosial
Bagi Pekerja Sektor Informal(Yogyakarta: B2P3KS PRESS, Cetakan Pertama, 2010)
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peserta program Askesos. Hasil dari penelitian dijelaskan bahwa program Askesos
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kesejahteraan
sosial bagi pekerja mandiri dan pekerjgetttor informalyang sewaktu-waktu

dapat mengalami penurunan dan kehilangan pendapatan akibat resiko sakit,
meninggal, dan resiko sosial lainnya telah dilaksanakan oleh organisasi sosial atau
lembaga sosial yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan
yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial sebagai penanggungjawab
program Askesos dengan melalui tahap penjajakan, sosialisasi, identifikasi dan
seleksi, temu konsultasi, pemantapan petugas, pembekalan manajemen bagi
lembaga serta bimbingan motivasi serta pada pada tahap pelaksanaan yang
meliputi pengelolaan Askesos, pembayaran klaim dan kemitraan, telah
dilaksanakan dan dapat menjangkau sasaran program sesuai dengan yang
ditetapkan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan
program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang telah dipaparkan, terdapat
perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari adalah Sri Lestari lebih membahas pada
evaluasi program Askesos skema lama pada tahun 2011, dan hasil program
Askesos menurut peserta Askesos di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Eny Hikmawati. dkk,
yaitu penelitian Eny Hikmawati. dkk, lebih bersifat nasional yang memfokuskan
penelitiannya pada lima provinsi: Jawa Barat, Papua Nusa Tenggara Timur,

Lampung, dan Sulawesi Utara mengenai efektifitas program Askesos. Penelitian
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yang dilakukan oleh Muhtar dan Habibullah juga lebih bersifat nasional menganai
evaluasi program Askesos di empat daerah: Deli Serdang, Gunung Kidul, Gowa
dan Ambon. Penelitian yang telah dilakukan oleh Chatarina dilakukan di Provinsi
Lampung mengenai pelaksanaan Askesos, namun yang menjadi subjek hanya
kepada lembaga pengurus Askesos dan para peserta, karena Askesos lama yang
mengelola adalah lembaga atau organisasi sosial. Perbedaan penelitian ini dari
peneliti-peneliti sebelumnya adalah terletak pada fokus dan objek penelitiannya.
Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya semuanya merupakan
penelitian program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema lama,
sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah implementasi program Asuransi
Kesejahteraan Sosial (Askes®$w Initiativeatau skema baru pada tahun 2013-
2014 di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yang tujuannya untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan program Askesos skema baru tersebut
diterapkan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program

Askesos new initiative

F. Kerangka Teori
1. Tinjauan Implementas Kebijakan Publik
a. Pengertian Implementas Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan salah satu rangkaian proses atau
tahap dalam perumusan pembuatan kebijakan yaitu Identifikasi, Implementasi
dan Evaluasi. Jika sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan

kebijakan menginjak pada tahapan implementasi. Sebagaimana telah
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dipaparkan olehFreeman dan Sherwood dalam Edi Suharto, mengemas proses
pembuatan kebijakan hanya dalam tiga tahap yaitu: perencanaan kebijakan,
pengembangan dan implementasi program, dan evafuasi.

Implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky dikutip oleh
Erwan Agus dan Dyah Wati dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai
berikut: untuk menjalankan kebijakato (carry ou), untuk memenuhi janji-
janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijat@rfu(fill), untuk
menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (
producg, untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan
kebijakan {o complete}®°
Erwan Agus dan Dyah Ratih pun memberi definisi bahwa:

Implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijaan (

deliver policy outpyt yang dilakukan oleh para implementer kepada

kelompok sasarantarget group) sebagai upaya untuk mewujudkan
tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala
policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh
kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan
mampu diwujudkaf®*

Setelah melihat pendapat dari para ahli mengenai definisi implementasi,
maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan salah satu dari

rangkaian proses atau tahap dalam perumusan atau pembuatan kebijakan yang

dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran, yang tujuannya

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan
Kebijakan Sosid| (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), him. 78

Erwan Agus dan Dyah Ratiliplementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di
Indonesia”, (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012), him.20

bid, him. 21
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adalah untuk mendistribusikan atau menjalankan kegiatan dari kebijakan atau
program yang telah dikeluarkan dalam rangka mencapai dan mewujudkan
hasil dan tujuan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam tujuan kebijakan

atau program tersebut.

b. Tahapan Implementas Kebijakan
Proses implementasi bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki
payung hukum yang sah. Oleh sebab itu tahapan-tahapan dijadikan sebagai
proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan maka sering disebut sebagai tahap
paling penting. Darwin menyebutkan bahwa ada hal penting dalam persiapan
proses implementasi yang perlu dilakukan yang dikutip oleh Joko Widodo
yaitu: pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang
dalam implementasi, interpretasi, managemen program, dan penyediaan
layanan dan manfaat bagi pubfik.
Joko Widodo menjabarkan lebih operasional mengenai implementasi
suatu kebijakan publik, mencakup tiga tahap ya&itu:
1) Tahap interpretasiriterpretation)
Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan
yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis
operasional. Didalam aktivitas kebijakan juga diikuti dengan kegiatan

mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar masyarstiedefoldey

“Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses
Kebijakan Publik’; (Malang: Banyumedia, Cetakan Pertama, 2007), him. 89

Zbid, him. 90-94
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dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan

sasaran (kelompok sasaran) kebijakan yang telah ditetapkan.

2) Tahap pengorganisasian ( to Organized)

Pada tahap pengorganisasian ini proses kegiatan lebih mengarah pada:

a)

b)

Pelaksana kebijakan

Pelaksana kebijakan yaitu Pengaturan dan penetapan siapa yang
menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi, mana
yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya). Pelaksana kebijakan
sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan,
dan pelaksana kebijakan mencakup: 1) Dinas, badan, kantor, Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah. 2) Sektor
swasta frivate sektoy. 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 4)
Komponen Masyarakat. Penetapan pelaku kebijakan bukan hanya
sekedar menetapkan lembaga dan siapa yang melaksanakan kebijakan
akan tetapi juga menetapkan tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan
tanggungjawab dari masing-masing pelaku kebijakan.

Standar prosedur operaSiténdard Operation Procedure ‘SQP’

Standar prosedur operasional digunakan sebagai pedoman,
petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar dapat
mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya,
dan apa hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan, kemudian
untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam sikap dan tindakan ketika

berhadapan dengan permasalahan saat kebijakan dilaksanakan.



20

c) Sumber daya keuangan dan peralatan
Sumber daya keuangan yaitu berupa penetapan anggaran
mencakup (berapa besar anggaran yang diperlukan, dari mana sumber,
bagaimana penggunaan dan pertanggungjawabannya), kemudian
penetapan sarana dan prasarana mencakup (peralatan apa yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan).
d) Penetapan manajemen pelaksanaaan kebijakan
Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih
menekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam
pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan lebih dari satu
lembaga sebagai pelaku kebijakan. Maka harus jelas dan tegas pola
kepemimpinan yang gunakan, baik menggunakan gaya kepemimpinan
kolegal atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator.
e) Penetapan jadwal kebijakan
Penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan standar untuk menilai
kinerja pelaksanaan kebijakan yang dilihat melalui dimensi proses
pelaksanaan kebijakan.
3) Tahap aplikasiAplication)
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan terencana proses
implementasi kebijakan kedalam realitas nyata, tahap ini merupakan
perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan

interpretasi dan pengorganisasian.
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Tahapan-tahapan dalam implementasi dimulai dengan serangkaian
kegiatan mengelola peraturan yaitu: membentuk organisasi, mengerahkan
orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya
dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat
diwujudkan®*

Proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau
program dan prosesnya sangat panjang sebagaimana yang telah dilalui
oleh para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan,
dan telah dijelaskan pada pembahasan atas, maka proses panjang tersebut
dapat dilihat pada gambar berikat:

Gambar 1. 1Proses | mplementasi

e ?‘
I

T P

? i |

e
g s

Sumber: Erwan Agus dan Dyah Rati, Implementasi kebijakan Publik: Konsep dan
Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta, Gava Media, cetakan pertama, 2012, him. 72

21bid, him. 64

“Erwan Agus dan Dyah Ratmplementasi kebijakan Pubjiklm.72
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c. Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan dalam
Proses | mplementasi K ebijakan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan dalam implementasi, sebagai mana telah disebutkan oleh Sabatier
dikutip oleh Erwan Agus dan Dyah Wati terdapat enam variabel utama yang
dianggap memberi kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan
implementasi yaitu:

1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.

2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.

3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin
terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran.

4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.

5) Dukungan para stakeholder.

6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politfk.

Masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan dalam implementasi yang telah teridentifikasi para ahli, namun
faktor-faktor tersebut bersifat kontekstual, tergantung dimana penelitian
tersebut mereka lakukan, seperti pendapat Makinde mengenai permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di negara berkembang,
dikutip juga oleh Erwan Agus dan Dyah Ratih yaitu:

a) Kegagalan implementasi disebabkan oleh kelompok sasdeaget(

beneficiarie$ tidak terlibat dalam implementasi program.

B1bid, him. 20
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b) Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

c) Adanya korupsi.

d) Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah.

e) Tidak adanya koordinasi dan monitorifig.

Ada banyak cabang ilmu pengetahuan memberikan kontribusi pada studi
implementasi kebijakan, di dalam studi kebijakan terdapat banyak model
implementasi yang dikutip oleh Riant Nugroho yaitu: model Van Meter dan
Van Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Hoogwood dan Guun,
model Goggin, model Grindle, model Elmore, dkk., model Edward IlI, dan
model Nakamura dan Smallwo8tSetiap jenis kebijakan publik memerlukan
model implementasi kebijakan yang berlainan, perlu ditekankan pula bahwa
tidak ada model yang terbaik dari model-model implementasi tersebut.
Keberhasilan maupun kegagalan dalam proses implementasi program Askesos
skema lama menjadi skema baru, dapat peneliti ketahui menggunakan
pendekatan implementasi menurut cara pandang Edward Ill. Pengaruh
efektivitas implementasi yang diajukan oleh Edward Il dalam model

implementasi yang dikutip oleh Joko Widodo yaditu:

?Ibid, him. 85

“Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluagifakarta:PT
Elex Media Komputindo, Cetakan Pertama, 2003), him. 503-512

2Joko WododoAnalisis Kebijakan Publikalm. 96-106
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1. Faktor Komunikasi Communication)

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi

kebijakan dari pembuat kebijakarpoficy make)y kepada pelaksana

kebijakan policy implementons

2. Sumber DayaResources

Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan mencakup:

a)

b)

Sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia harus bertanggung
jawab melaksanakan kebijakan dalam implementasi, kemudian harus
cukup dengan adanya ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang
dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan
yang ditangani. Selain itu sumber daya manusia harus memiliki
keahlian dan memampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran,
perintah dari atasan (pimpinan).

Sumber daya keuangan (anggaran) yaitu dana yang diperlukan untuk
membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Karena jika
anggaran yang tersedia terbatas dapat mengakibatkan kualitas
pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada sasaran atau
masyarakat menjadi terbatas.

Sumber daya peralatafagility) yaitu sarana yang digunakan untuk
operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung,
tanah, dan sarana-sarana yang digunakan untuk memudahkan dalam

memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Jika fasilitas
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dan peralatan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan terbatas
maka dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi.

d) Sumber daya informasi dan kewenangan yaitu informasi yang relevan
dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan
suatu kebijakan dan informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari
berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kemudian
kewenangan yang dimaksud yaitu adanya kewenangan yang cukup
untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga
yang dapat mempengaruhi lembaga itu sendiri dalam melaksanakan
suatu kebijakan.

3. Disposisi atau SikafD{sposition)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan yang kuat, dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan
secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan
dapat diwujudkan.

4. Struktur Birokrasi Bureaucratic Structure

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup aspek-aspek seperti
struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit
organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, hubungan
organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi juga
mencakup dimensi fragmentasiragmentation) dan standar prosedur

operasi $tandard operating procedureyang dapat memudahkan dan
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menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam
melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Hessel Nogi juga pernah menjelaskan secara khusus model
implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward Il mengatakan
bahwa faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan terdapat
empat faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi?

Berdasarkan pendekatan model Edward Il tersebut, alasan peneliti
menggunakan pendekatan ini bahwa, faktor tujuan dan sasaran, komunikasi,
sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang telah dijelaskan sangat
berpengaruh pada tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi
suatu kebijakan publik. Maka untuk mengetahui hasil dari perubahan
kebijakan program Askesos skema lama menjadi skema baru dan mengetahui
implementasi program Askesos skema baru, kemudian peneliti menggunakan
pendekatan ini. Secara skematik Erward Il dikutip oleh Joko Widodo
menggambarkan model proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat

pada gambar berikdt:

®Hessel Nogi, Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards
(Yogyakarta: Offset & YPAPI, Cetakan pertama, 2003).

$1Joko WidodoAnalisis Kebijakan Publikhim. 107
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Gambar 1.2Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap
I mplementasi

IR

i

| 1

Sumber: Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis
Proses Kebijakan Publik, Malang: Banyumediatakan Pertama,2007, him. 107

2. Tinjauan Ketenagakerjaan Sektor Informal

Sektor informal menurut Hidayat dikutip oleh Ali Achsan Mustafa,
didefinisikan sebagai unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta
mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan
dan pendapatan bagi dirinya masing-masing serta dalam usahanya dibatasi oleh
faktor modal dan keterampild.

PekerjaSektor InformalPSI) menurut Departemen Sosial adalah orang atau
pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dengan
modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial
ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar

secara layaf®

%Ali Achsan Mustafa Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksisi
Pedagang Kaki LimgMalang: In-Trans Publishing, Cetakan Pertama, 2008), him. 15.

%Kementerian Sosial RPedoman Umum Askesém.8.
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Hasil penelitian Sethurahman yang dikutip oleh Ali Ahsan dijelaskan bahwa
kebanyakan kegiatan sektor informal sifatnya masih subsistem, oleh karena itu
sektor informal dapat diartikan sebagai unit usaha bersekala kecil yang
menghasilkan dan menciptakan kesempatan kerja untuk pendapatan bagi diri
sendiri sehingga usahanya itu sangat dihadapkan dengan berbagai kendala seperti:
modal fisik, faktor pengetahuan dan faktor keterampitan.

Oleh karena itu pekerja sektor informal dapat diartikan sebagai tenaga kerja
yang beraktivitas dalam unit usaha yang memproduksi serta mendistribusikan
berupa barang atau jasa secara mandiri dengan modal yang sangat terbatas untuk
menciptakan dan menghasilkan pendapatan agar dapat mencukupi kebutuhan
dasar secara layak bagi dirinya sendiri dan kegiatannya tidak berpatokan pada
usaha berbadan resmi. Seperti wiraswasta, buruh harian, usaha yang dijalankan
oleh keluarga, dan mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar.

Salah satu ciri sektor informal adalah mudah masuk dan keluar dari suatu
subsektor ke subsektor yang lain. Para pekerja sektor informal sering berganti atau
beralih pekerjaan untuk sekadar menjajagi dimana subsektor yang paling dan
lebih menguntungkan, dan sering terjadinya peralihan pekerjaan dalam rangka
mencari subsektor mana yang lebih menguntungka&tamun dari penjelasan
tersebut karena para pekerja sektor informal sering berganti dan beralih pekerjaan

untuk dapat mencari subsektor mana yang lebih menguntungkan maka lebih

3Ali Achsan, Transformasi Sosial Sektor Informalm.8.

*bid, him 8



29

rentan pula kondisi dan lingkungan mereka terhadap resiko yang diffadapi.

Perbedaan karakteristik antara sektor formal dan sektor dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.1

Karakteristik Sektor Formal dan Sektor Informal

No Karakteristik Sektor Informal Sektor Formal
1 | Skala usaha Kecil dan tidak berbadd@henengah hingga
hukum besar dan berbadan
hukum
2 | Sifat dunia usaha Berdikari Sangat tergantung ddri

perlindungan
pemerintah atau impor

3 | Kelayakan usahal Tidak ada atau seadanya Ada dan diprioritaskan
4 | Pembukuan usaha Tidak ada atau sederhana Ada sesuai standar
5 | Perencanaan Sambil jalan Ada dan terus menerus
usaha
6 | Permodalan Kecll Menengah hingga
besar milik sendiri atay
patungan
7 | Sumber modal Milik sendiri atau patunganBank umum (lembaga
Bank plecit (lembagakeuangan resmi)
keuangan tidak resmi)
8 | Perputaran modal Lambat Cepat
9 | Pengakuan negardlidak ada atau kecil Diakui
10 | Perlindungan Tidak ada atau kecil Dilindungi
hukum
11 | Bantuan negara Tidak ada atau tidak sampai  Rutin
12 | Izin usaha Tidak resmi Resmi dari negara
13 | Pemberi izin RT/RW/tetangga usaha Negara
14 | Unit usaha Mudah berganti Relatif tetap
15 | Kegiatan usaha Kurang terorganisasi Sangat terorganisgsi
16 | Organisasi Kekeluargaan Birokrasi
17 | Serikat buruh Tidak berperan Sangat berperan
18 | Bantuan Tidak ada Penting untuk
pemerintah kalangan usaha
19 | Hubungan denganSaling menguntungkan Usalome way traffik
desa/masyarakat untuk kepentingan
sektor formal
20 | Teknologi yang Sederhana dan padat karya Modern dan padat
digunakan modal
21 | Pendidikan Tidak begitu diperlukan Sangat diperlukan

*bid, him 16
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formal

22 | Keterampilan Lebih banyak bukan dabDididik oleh lembaga
lembaga formal formal

23 | Jam kerja Tidak tentu Sudah tertentu

24 | Stok barang Sedikit hingga sedang Sedang hingga besar

25 | Kualitas barang Rendah hingga menengah Standar

26 | Omzet Tidak tentu dan sulitTidak tentu namun
diprediksi dapat diprediksi

27 | Khalayak sasaran Kelas bawah, menend&adas bawah
hingga keatas menengah hingga

keatas

28 | Jumlah karyawan Tidak lebih biasanya | Tidak tentu biasanya
sampai 5 orang lebih dari 5 orang

29 | Hubungan kerja Kekeluargaan dan saliBgrdasarkan kontrak
percaya kerja yang disepakati

30 | Tenaga kerja Kekeluargaan, teman atBabas memilih
tetangga karyawan sesuai yang

dibutuhkan

31 | Tempat usaha Mudah berpindah-pindah |d@ermanen dan rata-rata
sempit luas

32 | Kontribusi Relatif kecil dan mudahRelatif besar dan suljt

terhadap negara | dimasuki dimasuki

Sumber: Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksisi Pedagang Kaki
Lima, Malang , In-Trans Publishing, Cetakan Pertama 2008, him.16

3. Tinjauan Asuransi Kesgahteraan Sosial (Askesos)
a. Pengertian Asurans Kesg ahteraan Sosial

Asuransi Kesejahteraan sosial (Askesos) menurut Departemen Sosial
dikutip oleh Muhtar dan Habibullah, didefinisikan sebagai suatu sistem
asuransi sosial untuk memberikan perlindungan atau pertanggungan bagi
warga masyarakat terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial
akibat pencari nafkah utama meninggal, menderita sakit, mengalami
kecelakaan, dan berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar

anggota keluarg¥.

$"Muhtar dan HabibullatEvaluasi Program Jaminan Sosialm. 23.
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Menurut Suharto dikutip oleh Chatarina Rusmiyati Pemerintah

Indonesia telah menerapkan lima komponen perlindungan sosiaf%aitu:

a. Kebijakan pasar kerja melalui program Padat Karya, IDT dan PNPM,
untuk memfasilitasi pekerjaan dan beroperasinya hukum penawaran dan
permintaan kerja secara efisien. Sasarannya pekerja sektor formal,
informal maupun pengangguran.

b. Bantuan sosial melalui program Raskin dan BLT, sebagai jaminan sosial
yang berbetuk tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan.
Sasarannya adalah kelompok rentan yang tidak memiliki penghasilan
layak meliputi keluarga miskin, pengangguran, penyandang cacat fisik dan
mental, lanjut usia, yatim piatu.

c. Asuransi sosial melaui program Askes, Jamsostek, Taspen dan program
sejenis, sebagai jaminan kesejahteraan sosial meliputi asuransi kesehatan,
tenaga kerja, kecelakaan kerja, kecacatan, hari tua, pensuin, dan kematian.
Asuransi diberikan kepada para peserta sesuai kontribusi premi atau
tabungan yang dibayarkannya.

d. Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat atau Wahana Kesejahteraan
Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), melalui program Askesos dan
BKSP, sebagai perlindungan sosial yang diarahkan untuk mengatasi
kerentanan masyarakat kecil baik di desa maupun di perkotaan.

e. Perlindungan anak melalui program PMTAS dan PKH, sebagai

perlindungan sosial yang diarahkan untuk menjamin perkembangan

*Chatarina Rusmiyati,Asuransi Kesejahteraan Sosialm. 10
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kualitas angkatan kerja dimasa depan yang sehat dan produktif, meliputi
pendidikan anak usia dini, beasiswa, pemberian makanan sehat di sekolah,
perbaikan gizi, imunisasi anak dan tunjangan warga.

Asuransi Kesejahteraan Sosial merupakan bentuk dari program asuransi
sosial dan WKSBM®Asuransi Kesejahteraan Sosial merupakan suatu
jaminan sosial sebagai wujud perlindungan atau sekuritas sosial, sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 tentang
Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi salah satu yang
diprioritaskan menjadi sasaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
dan dijelaskan pada ayat 6 penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan
sosial. Pada pasal 9 ayat 1 dan 2, jaminan sosial tersebut sebagaimana
dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut
usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks
penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-
ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial yang dimaksud
berupa program asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung
berkelanjutan. Pada pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa asuransi
kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang
tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan

taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana

*¥bid, him. 12
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dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh

Pemerintah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-undang No 11 tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial tersebut adanya asuransi kesejahteraan sosial
telah diberikan kepada keluarga miskin Pekerja Sektor Informal (PSI) dimana
pencari nafkah utama dalam keluarga mengalami kecelakaan atau meninggal
dunia.

. Tujuan dan Manfaat Askesos

Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) menurut Kementerian
Sosial RI bertujuan untu®:

1. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi PMKS, yakni keluarga
miskin yang mencari nafkah utamanya bekerja pada sektor informal dalam
menghadapi “goncangan dan tekanasfiocks and stresgeatau resiko
yang terjadi untuk mengganti penghasilan yang hilang atau menurun
selama kurun waktu tertentu akibat pencari nafkah utama mengalami
kecelakaan, sakit atau kematian, sehingga usaha dan kehidupan keluarga
tetap dapat terjamin dan bahkan terjadi peningkatan kesejahteraan
keluarga.

2. Menumbuhkan dan meningkatkan budaya hemat, budaya menabung, dan
pentingnya perencanaan hidup masa depan dikalangan keluarga miskin

pekerja sektor informal.

4% ementerian Sosial RIPedoman Umum Askesos Tahun 201&. 12
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Membangun dan mengembangkan modal sosiatigl capita) seperti,
kepercayaan, jaringan, kegotongroyongan melalui kegiatan kelompok dan
pendampingan.

Manfaat program Askesos menurut Kementerian Sosial Rl dibedakan

menjadi dua kategori yaitt}:

1.

Jangka pendek: memberikan rasa amapeicfiological scurity bagi
pekerja sektor informal dikarenakan sudah tersedianya jaminan ketika
suatu saat mengalami kecelakaan kerja yang membutuhkan biaya
sekaligus ketika perawatan tersebut menyebabkan terhentinya aktivitas
kerja dan meninggal dunia, disamping itu akan dapat menimbulkan
semangat dan fokus bagi pekerja sektor dalam hal melaksanakan
pekerjaannya.

Jangka panjang: keluarga tidak dibebani oleh permasalahan akibat
kecelakaan kerja atau meninggal dunia yang dialami kepala keluarga
sebagai pencari nafkah utama, namun sebaliknya akan mendapatkan
bantuan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh anggota
keluarganya ketika terhentinya aktivitas kerja pencari nafkah utama akibat
kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Tujuan dan manfaat Askesos dalam hal ini adalah memberikan jaminan

ketika pencari nafkah utama mengalami kecelakaan atau meninggal dunia

sehingga pada akhirnya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi

dan dapat mencegah terjadinya kondisi keluarga yang lebih miskin. Program

“IKementerian SosiaBuku Saku Askesos Tahun 204[2n.3
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Askesos diperuntukkan untuk menjaga kondisi sosial ekonomi keluarga
tersebut tidak jatuh akibat resiko yang dialami dan diberikan dalam rangka
mengganti pendapatan pencari nafkah utama keluarga yang hilang atau
menurun, mempertahankan pendapatdan menopang keberlangsungan
kehidupan keluarga.
c. Mekanisme Pelaksanaan Asurans K esgahteraan Sosial

Mekanisme dalam pelaksanaan program Askesos initiativemelalui
proses panjang. Mekanisme pelaksanaan Askesos ditetapkan dengan tahapan-
tahapan sebagai berikift:
1. Sosialisasi program Askesos.
2. Observasi, seleksi dan penetapan yayasan/organisasi sosial pelaksana LPA
3. Seleksi peserta
4. Seleksi dan penetapan pendamping Askesos
5. Bimbingan motivasi peserta Askesos
6. Bimbingan teknis dan supervisi bagi Lembaga Pelaksana Askesos (LPA)
7. Pengendalian, pelaksanaan tabungan dan CDS
8. Tahap pengajuan manfaat

Selain dari tahap-tahap tersebut, dilakukan juga tahap pengendalian
yang mencakup kegiatan: supervisi, monitoring, evaluasi dan lapboran.
Mekanisme pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askblsyg)

Initiative dapat berjalan dengan baik ditentukan dengan adanya pendukung

“’Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jendral Perlindungan
dan Jaminan SosiaRedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (Aske@¢sinenterian
Sosial RI, 2013), him 47-52

“Ibid, him. 53
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dalam pelaksanaan, oleh karena itu dibutuhkan tim pendukung dalam

mengelola Administrasi kegiatan program askesos yaitu Tim pengendali

tingkat Provinsi, Tim pengendali tingkat kabupaten/kota, Tim pendamping
untuk mengawal pelaksanaan kegiatan program Askesos, Tim pelaksanapada
tingkat komunitas serta Tim pengelola dana program Askesos BPJS

Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

d. Kepesertaan Askesos
Kategori kepesertaan yang dinyatakan dalam program Asuransi

Kesejahteraan Sosial (Askesos) dalam Kementerian Sosial Rl yaitu dengan

syarat ketentuan sebagai berifct:

1. Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program Askesos adalah pencari
nafkah utama dalam keluarga, berasal dari keluarga miskin, maksimal
berusia 55 tahun, dan bekerja disektor informal.

2. Dan pekerja sektor informal yang dimaksud dengan ciri-ciri sebagai
berikut: (i) berskala mikro dengan ukuran kecil, (i) menggunakan
teknologi sederhana atau rendah, (iii) menghasilkan barang dan/atau jasa
dengan kualitas relatif rendah, (iv) tempat usaha tidak tetap, (v) mobilitas
tenaga kerja sangat tinggi, (vi) kelangsungan usaha tidak terjamin, (vii)
jam kerja tidak teratur, (viii) tingkat produktifitas dan penghasilan relatif

rendah dan tidak tetap.

“Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan
dan Jaminan SosiadRedoman Pelaksanaan Dekonsentrgkiementerian Sosial RI, 2013), him.
131

“*Kementerian Sosial RPetunjuk Pengelolaan dan manajemen Asuransi Kesejahteraan
Sosial (Askesos) Tahun 200hm. 5
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G. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data
yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian disajikan kedalam bentuk
kalimat-kalimat. Hasil penelitian kualitatif deskriptif ini berisi kutipan-kutipan
dari data-data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan
lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan
rekaman-rekaman resmi lainnfa.

Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti agar dapat memberikan
pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang
relevan dari implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
initiative atau skema baru di Tiga Kabupaten Daeah Istimewa Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek

Penentuan subjek dan objek penelitian dilakukan oleh peneliti untuk
mempermudah peneliti melakukan proses penelitian, maka subjek dan objek
dalam penelitian ini adalah:

a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian (informan peneitian) adalah orang yang menjadi
sumber informan dan memahami objek penelitfaBubjek penelitian yang

dipilih sebagai sumber informan dalam penelitian ini adalah:

4 Emzir, “Metode Penelitian kualitatif Analisis Data”,(Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2012), him. 3.

“’Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan lImu
Sosial Lainnyg (Jakarta Kencana, cetakan kedua, 2008), him. 76
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Dua orang staf atau pegawaiDinas Sosial Daerah Istimewa di seksi
KTKPM vyaitu Bapak Budi Wibowo ketua seksi KTKPM dan Jamsos serta
Ibu Lilis Penanggung Jawab Pengelola Program Askesos di Seksi
KTKPM.

Tiga orang pendamping para peserta Askesosyaitu Ibu Tina, Ibu Isrianti,
Ibu Lasmini dari masing-masing LPA Paguyuban Petugas Parkir, LPA
Wiyata Dharma dan LPA Sekaringtyas.

Lima orang pelaksana program Askesos di Lembaga Pelaksana Askesos
(LPA) dari masing-masing Kabupaten Sleman, Kabupaten Kota dan
Kabupaten Bantul yaitu dari LPA Paguyuban Petugas Parkir ada Bapak
Hanarto sebagai ketua LPA dan Bapak Sugik Sugihartono sebagai
bendahara, dari LPA Sekaringtyas ada ibu Sumiartinah sebagai ketua,
kemudian dari LPA Wiyata Dharma ada Bapak Edi Surata sebagai ketua
dan Ibu Iswarniatun sebagai sekretaris

Peserta Askesos yaitu tigaorang ahli waris peserta Askesos yang
mengajukan klaim dan tiga orang peserta non klaim.

Satu orang Staf atau Pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan yaitu Bapak Novaria Sulistyo bagian administrasi
informal khusus.

Teknik pengambilan sampel yang dijadikan informan oleh peneliti

dalam penelitian ini menggunakamonprobability sampling yaitu teknik

pengambilan sampel dengan tidak memberi kesempatan yangsama bagi setiap
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unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai safhgeéngambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan jesi®wball samplingdan
purposive sampling. Snowball samplingerupakan teknik pengambilan
sumber data yang pada awalnya jumlah sumber data hanya sedikit, namun
dapat menjadi besar karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum
mampu memberikan data yang memuaskan, (misalnya peneliti telah
menentukan A sebagai orang pertama sumber data, namun oleh A disarankan
ke B dan C, kemudian dari B dan C belum memperoleh data yang lengkap
maka peneliti ke F dan ke G), sedangkamrposive samplingadalah
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, (misalnya
mengambil orang yang paling tahu berkaitan dengan apa yang diteliti atau
sumber data berperan sebagai penguasa yang dapat mempermudah dalam
proses penelitiarfy

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program Asuransi
Kesejahteraan Sosial (Askesosgw Initiative tahun 2013-2014 di Tiga
Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Validitas Data
Validitas data merupakan unsur terperting dalam penelitian, untuk
mengetahui kevaliditasan data hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai penggabungan data dari berbagai teknik

“®Emzir, “Metode Penelitian kualitatif Analisis Datdlm. 53

“Ibid, him. 54
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pengumpulan data dan sumber data yang telaR’&a@mngulasi dalam penelitian
ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu data didapat dari sumber yang
berbeda-beda dengan teknik yang sahiBriangulasi sumber data ini peneliti
gunakan sebagai uji keabsahan data yaitu dengan cara mengecek data yang
diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda, contohnya wawancara kepada
Dinas Sosial DIY, BPJS Ketenagakerjaan, LPA, pendamping dan peserta
mengenai komunikasi, sumber daya, sikap para pelaku kebijakan, struktur
birokrasi, kemudian dicroscek antara sumber yang satu dengan yang lain.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data digunakan untuk mendapatkan hasil data yang
dapat dipercaya kebenarannya. Teknik pengumpulan data dalam penelelitian ini
adalah:
a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang
terfokus terhadap (kejadian, fenomena, gejala, atau setuasi), dengan maksud
dan tujuan untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebab, dan
menemukan kaidah-kaidah yang mengatur ‘kejadian, fenomena, gejala, atau
sesuatu’ tersebdf. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah
observasi non partisipan yaitu peneliti berperan sebagai pengamat independen

dan tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang

*’Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009),
him. 83

*lbid, him. 83

*2bid, him.38.
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diamati®® Observasi ini dilakukan dalam bentuk peneliti mengamati kondisi
lingkungan lokasi lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program Askesos
dan sebagian pelaksanaan program askesos. Kegiatan yang peneliti observasi
misalnya kegiatanCommunity Development Sessig@DS), monitoring
(pemantauan), cara atau pelayanan LPA dan Pendamping terhadap peserta
Askesos.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang
dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta
informasi kepada informan yang diteliti terkait pendapat dan keyakinya.
Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara tak
terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka yaitu
pelaksanaan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis dan lengkap, namun yang digunakan oleh peneliti
hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditarnzikan.
karena itu, untuk dapat memperoleh informasi yang lebih dalam peneliti harus
menentukan informan atau partisipan dan mengajukan pertanyaan dari pihak-
pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Askesos (seperti: dari pihak
Dinas Sosial pelaksana Askesos, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pelaksana

askesos, pendamping, dan peserta). Pemilihan informan atau partisipan yang

>3Basrowi dan SuwandiMemahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
him. 109.

*Ibid, him. 50.

**Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatifhim. 74
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ditentukan peneliti bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menggali
informasi, karena informan yang telah ditentukan dianggap mampu
memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti.
c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang
diperoleh dari data yang sudah ada atau tersédlakumen-dokumen yang
dapat dikumpulkan oleh penelitidapat berupa deskripsi kerja, laporan tahunan,
brosur informasi, buku, websites, surat kabar, transkrip, gambar dan dokumen-

dokumen lain terkait dengan pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan

Sosial (Askesos).

5. Teknik Analisis data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses observasi, wawancara dan
dokumentasi kemudian peneliti analisis atau diolah dengan menggunakan metode
deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada.
Daata data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian
ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat,
teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil tefimeings)°’

Analisis dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai b&tikut:
a. Reduksi data yaitu proses penyeleksian atau pemilihan semua data atau
informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara,

observasi, dan dokumentasi terkait implementasi program Askesos. Reduksi

*Basrowi dan SuwandiMemahami Penelitian Kualitatifhim. 158
*Ibid, him. 123

*8bid, him. 209
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data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey
dengan sistematik sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan.
Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik
kesimpulan.

Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya
terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai

hasil kesimpulan.
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H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi, peneliti menetapkan
kedalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar pembahasan saling terkait dan
menghasilkan penulisan dan penyusunan yang utuh dan sistematis.Isi skripsi ini
terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Sistematika pembahasan bagian awal merupakan halaman judul, nota dinas
dan pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi serta
abstraksi.

Bagian utama terdiri dari:

Bab I, merupakan pendahuluan tentang penegasan istilah, latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum Implementer Askesusinitiative
di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: letak geografis, sejarah
berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana program Askesos.

Bab Ill, berisi tentang hasil penelitian dan jawaban penelitian atas rumusan
masalah yaitu implementasi program Askdsesv Initiativeatau skema baru bagi
pekerja mandiri sektor informdi Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab 1V, sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil
penelitian dan saran dari penulis.

Bagian akhir dalam skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askes@shitiative

pada tahun 2013-2014 di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta
direncanakan sejah tahun 2012. Proses implementasi Ask@sgasitiative

melalui tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Tahap
interpretasi dan pengorganisasian dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Rl,
kemudian tahap aplikasi program Askesos dilaksanakan oleh beberapa
implementer yaitu Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial
Kabupaten/Kota, BPJS Ketenagakerjaan, LPA dan pendamping melalui
kegiatan 1) sosialisasi program Askesos, 2) observasi, seleksi dan penetapan
yayasan/organisasi sosial pelaksana LPA, 3) seleksi peserta, 4) seleksi dan
penetapan pendamping Askesos, 5) bimbingan motivasi peserta Askesos, 6)
bimbingan teknis dan supervisi bagi Lembaga Pelaksana Askesos (LPA), 7)
pendampingan dan pelaksanaan tabungan dan CDS, 8) tahap pengajuan
manfaat, 9) tahap pengendalian.

Tahap pelaksanaan program Askesoav initiative saat di lapangan

dipengaruhi dengan beberapa faktor antara lain:
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a. faktor komunikasi, komunikasi dari pembuat kebijakan kepada para
implementer berjalan dengan lancar.

b. Fakror sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, peralatan
dan informasi. Sumber daya yang disediakan pemerintah menurut para
informan sudah cukup memadai. Namun dari segi keuangan meskipun
bagi peserta yang mengalami klaim mendapat dana klaim yang cukup
membantu, menurut beberapa informan baik BPJS Ketenagakerjaan, LPA
dan peserta keuangan yang dianggarkan pemerintah masih kurang cukup
hal tersebut dikarenakan adanya ketetapan umur peserta maksimal 55
tahun dan masa pertanggungan yang hanya 12 bulan. Selain itu informasi
yang disampaikan kepada pemerintah dalam kegiatan sosialisasi motivasi
bagi seluruh peserta hanya mendatangkan 200an peserta tiap lembaga.

c. Faktor disposisi atau sikap, sikap dari para implementer program Askesos
sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai tugas pokok dan fungsinya,
namun dari pihak BPJS Ketenagakerjaan masih telat membagikan kartu
peserta Askesos dan mengakibatkan peserta bingung untuk apa kartu
digunakan jika masa pertanggungan hampir habis.

d. Faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi dari berbagai pihak
implementer berjalan dengan baik.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi

kepada Kementerian Sosial Rl dan Dinas Sosial DIY agar:
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. Perlu dibentuk Tim Pelaksana Askesos dan Lembaga Askesos yang tetap
selama 3 tahun berjalan pada tiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hal ini dimaksudkan agar lebih bisa memantau kekurangan dan kelebihan
dalam kurun waktu yang lama.

. Perlu diadakan Pelatihan yang lebih dalam bagi para Pelaksana Program
Askesos dan pendamping di setiap Lembaga Pelaksana Askesos, hal ini agar
dapat meningkatkan profesionalitas para Pelaksana Program Askesos sebagai
tim penanggungjawab pelaksanaan program Askesos. Serta dilakukan
pengarahan dan pelatihan bagi Pelaksana Askesoos dan pendamping untuk
lebih dapat memberdayakan peserta askesos di tingkat komunitas.

. Diadakan Laporan Kegiatan bagi setiap Lembaga Pelaksana Askesos (LPA)
selama berjalannya kegiatan 3 bulan sekali.

. Memperpanjang masa pertanggungan bagi LPA dan Peserta Askesos. Karena
dengan singkatnya masa pertanggungan yang diberikan oleh pemerintah para
Lembaga Pelaksana Askesos belum sepenuhnya memahami bagaimana kerja
program Askesos, dan para pesertapun masih banyak yang belum mengetahui
untuk apa program Askesos.

. Menambah syarat ketetapan usia bagi peserta Askesos dari usia 18-55 tahun
menjadi 18-60 tahun. Karena sebagian besar pekerja sektor informal yang
berumur 55- 60 tahun masih bekerja untuk menghidupi keluarga.
Mengikutsertakan seluruh peserta Askesos dalam kegiatan pembekalan

meskipun dibagi menjadi beberapa sesi.
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LAMPIRAN 1: FOTO-FOTO

1. Wawancara bersama bapak Edi 4. wawancara bersama  bapak

Surata, Ibu Iswarniatu dan bapak Novaria Sulistyo bagian
Suparjono di LPA Wiyata Administrasi Informal Khusus di

Dharma Kantor Cabang BPJS
P— — Ketenagakerjaan DIY.

2. Wawancara bersama ibu Sulasmi 5. wawancara bersama  bapak
Pendamping LPA Sekaringtyas Hanarto Ketua LPA Paguyuban
dikediaman ibu Sulasmi Petugas parkir di kediaman

rumah bapak Hanarto.

3. Wawancara bersama ibu Tina 6. wawancara bersama ibu

Pendamping LPA Paguyuban Sumiartinah Ketua LPA
Petugas Parkir di Kelurahan Sekaringtyas di kediaman ibu

Mantrijeron Sumiartinah.



7. Salah satu kegiatan CDS oleh
Peserta Askesos di Kelurahan 11l.Wawancara peserta Askesos

Mantrijeron Kecamatan pekerja sektor informal petugas
Mantrijeron. parkir Malioboro dari LPA
Paguyuban Petugas Parkir.
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8. Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Pengelola Dana 12.Wawancara bapak Hanarto
Klaim program Askesos. bersama rekan kerja pekerja
sektor informal peserta Askesos.
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9. Kegiatan sosialisasi program

Askesos 13.Kegiatan ~ Sosialisasi  program
Askesos diisi olen narasumber
Bapak Budi Wibowo

10.Peminjaman dokumen LPA dan

berkas laporan kerja LPA. . o
14.Kegiatan sosialisasi program

Askesos
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18.Bimbingan Motivasi Peserta
Askesos pada pada bulan Juli
2013 dihadiri oleh 200 peserta.

SOSALISAST
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19. Sosialisasi
TK-LKH Askesos dari
Ketenagakerjaan.

Program jamsostek

BPJS



LAMPIRAN 2: KEGIATAN PEMANTAPAN PETUGAS

PEMANTAPAN PELAKSANA ASKESOS DAN PETUGAS KABUPATEN / KOTA

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta tanggal 11 Juni 2013| yang
dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian Sosial R.l. ==Agustinus Sunarman== Kepala
Seksi Kerjasama Non Pemerintah, Kepala PT Jamsostek (Persero) Cabang Yogyakarta, Kepala
Bidang banjamsos Dinas Sosial D.1.Y.

Peserta pemantapan ini adalah Ketua Pengelola Lembaga Pengelola Askesos (LPA) sebanyak
10 orang dari Yayasan Bhakti Putra Mandiri Kec. Dlingo, Orsos Sekaringtyas Banguntapan,
LKS Wiyata Dharma Sleman, LKM Caturharjo Sleman, Paguyuban Parkir Malioporo
Yogyakarta, Orsos Arrif Kemadang, Orsos Marem Lendah, LPPM Bina Insan mandiri
Yogyakarta, Yayasan Nurul Jadid Girimulyo. Semua Lembaga Pengelola Askesos ini
didampingi para pendamping kegiatan. Orsos yang hadir dalam kegiatan ini adalah calon
pengelola Askesos Skema Baru untuk tahun 2013.

Materi pemantapan kali ini adalah Review pelaksanaan Askesos di D.L.Y tahun 2012,
Kebijakan Kementerian Sosial R.l., dalam Penyelenggaraan Program Askesos, Mekanisme
dan Prosedur Askesos TK-LHK serta Tahapan Pelaksanaan Program Askesos.

Agustinus Sunarman dalam paparannya menyatakan, "Mestinya antara pendamping dan
pengelola Askesos harus menjalin hubungan yang harmonis. Termasuk didalamnya dalam
memanfaatkan jasa pungut / uang pembinaan dari PT. Jamsostek. Artinya, pendamping
Lembaga Pelaksana Askesos juga menjadi bagian dari jasa pungut tersebut".

Sumber di Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial
menyampaikan, tujuan dari pemantapan ini adalah menyatukan pemahaman tentang
mekanisme dan prosedur pelaksanaan Askesos, kewenangan, hak dan kewajiban |masing-
masing komponen terkait. Dengan demikian nantinya diharapkan pelaksanaan askesos skema
baru ini dapat terlaksana dengan baik. (wieb'2013)



LAMPIRAN 3 MATERI SOSIALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN

DAN JAMINAN SOSIAL

“Fokus Sosialisasi pada Perlindungan dan Jaminan Sosial Berupa
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)”

1.
2.

Askesos bukan sebagai asuransi kesehatan.

Komponen terkait pelaksanaan Askesos : 1) Orsos sebagai LPA; 2)
Peserta; 3) Pendamping kegiatan; 4) BPJS Ketenagakerjaan; 5)
Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi; 6) Kementerian Sosial
RI.

Askesos adalah suatu jaminan sosial sebagai wujud perlindungan
sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2009 yang diberikan
kepada keluarga miskin Pekerja Sektor Informal sebagai pencari
nafkah utama dalam keluarga mengalami kecelakaan kerja dan /
atau

meninggal dunia. Askesos diberikan dalam rangka mengganti
pendapatan pencari nafkah utama keluarga yang hilang  atau
menurun {rcome replacemeynyang disebabkan karena terjadinya
kecelakaan kerja dan atau kematian sehingga kebutuhan keluarga
tidak terpenuhi, mempertahankan dan menopang tingkat
pendapatan dan keberlangsungan kehidupan keluangane
maintenandemelalui jaminan keberlangsungan kehidupan usaha
ekonomi yang sudah dijalankan oleh keluarga, dan meningkatkan
kehidupan ekonomi keluarga/in€ome generating melalui
tabungan peserta dan bantuan pertanggungan yang diterima.
Tujuan Askesos adalah mengganti penghasilan peserta dalam
kurun waktu tertentu karena mengalami kecelakaan dan atau
kematian, memelihara usaha ekonomi keluarga sehingga
pendapatan tidak menurun, melatih anggota untuk menabung,
membangun dan mengembangkan modal sosial.

Persyaratan peserta: 1) pencari nafkah utama yang bekerja pada
sektor informal baik laki-laki atau perempuan; 2) diusulkan oleh
instansi Kabupaten/Kota/Provinsi dalam proposal kegiatan; 3)
boleh dari penerima manfaat program lain (KUBE, PKH, KTK,
PM, Raskin, Jamkesmas, Jamkesos, Jamkesta, dsb); 4) dalam
lkeluarga hanya 1 peserta, dengan hak dan kewajibannya: bersedia
berlatih menabung, bersedia mengikuti CDS, umur antara 18 s.d
55 tahun.

Pekerja Sektor Informal adalah orang atau pekerja yang
melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dengan
modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap

perubahan sosial ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan
aiina memenitihi kehiitiihan dasar secara |



7. Jenis dan manfaat pertanggungan berupa: 1) Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) adalah perlindungan bagi peserta atas kecelakaan
yang dialami pada saat melakukan pekerjaannya mulai | saat
berangkat sampai dengan pulang kembali. 2) Jaminan Kematian
(JKM) berupa santunan kematian kepada ahli waris karena pencari
nafkah utama mengalami kecelakaan atau bukan kecelakaan.

8. Premi asuransi ditanggung oleh pemerintah, artinya peserta tidak
membayar premi kecuali latihan untuk menabung.

9. Penggantian JKK yang diberikan (maksimal Rp 21.000.000)
berupa: 1) biaya pengangkutan ke rumah sakit; 2) penggantian
biaya pengobatan; 3) penggantian pembelian alat bantu; 4)
santunan sementara tidak bekerja; 5) santunan cacat karena
kecelakaan; 6) biaya pemakaman. Penggantian JKM (maksimal
Rp 48.000.000) berupa: 1) santunan kematian; 2) biaya
pemakaman3) santunan berka



LAMPIRAN 4: PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Wawancara
a. Dinas Sosial Yogyakarta

Nama Informan:

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Yogyakarta dalam pelaksanaan
kebijakan program Askesos?

2. Bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan program Asuransi
Kesejahteraan Sosial (Askesoslew initiative kepada para pelaksana
kebijakan (policy implementord)kepadastakeholdersyang terkait dengan
pelaksanaan Askesos: BPJS Ketenagakerjaan, LPA, Pendamping dan
penerima program Askesos).

3. Bagaimana tahap pelaksanaan program Askesos oleh Dinas Sosial
Yogyakarta?

4. Bagaimana sumber daya manusia yang harus bertanggung jawab dalam
pelaksanaan program Askesos? (sudah cukup, tepat, dan layak atau belum
antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki sesuai
dengan tugas pekerjaan yang ditangani)

5. Bagaimana sumber daya keuangan atau anggaran untuk program Askesos?
(cukup atau tidak)

6. Bagaimana sumber daya peralatan atau fasilitas yang digunakan untuk
operasionalisasi pelaksanaan program Askesos? (cukup atau tidak)

7. Bagaimana sumber daya informasi berkaitan dengan cara
mengimplementasikan program Askesos dan kesanggupan dari berbagai pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan program Askesos?

8. Bagaimana sikap dari para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan?
(dari sisi kemauan, keinginan yang kuat dan kesungguhan)

9. Bagaimana koordinasi struktur birokrasi oleh Dinas Sosial Yogyakarta?

(mencakup aspek-aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan,



hubungan antara unit-unit organisasi di dalam yang bersangkutan dan
hubungan dengan organisasi luar)

10.Bagaimana standar prosedur oper&saiidard Operating Procedure ‘SOP’
dalam pelaksanaan program Askesos yang dapat mempermudah dan
menyeragamkan tindakan dari para pelaksana dalam melaksanakan program
Askesos?

11. Apakah yang menjadi penghambat berjalannya program Askesos?

12.Faktor apakah yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program Askesos?

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) K etenagakerjaan

Nama Informan:

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apatugas, pokok dan fungsi BPJS ketenagakerjaan dalam program Askesos?

2. Bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan program Asuransi
Kesejahteraan Sosial (Askesos) new initiakepada BPJS Ketenagakerjaan?

3. Bagaimana sumber daya manusia yang harus bertanggung jawab dalam
pelaksanaan program Askesos di BPJS Ketenagakerjaan? (sudah cukup, tepat,
dan layak atau belum antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian
yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani)

4. Bagaimana sumber daya keuangan atau anggaran untuk program Askesos?
(cukup atau tidak)

5. Bagaimana sumber daya peralatan atau fasilitas yang digunakan untuk
operasionalisasi pelaksanaan program Askesos? (cukup atau tidak)

6. Bagaimana sumber daya informasi berkaitan  dengan cara
mengimplementasikan program Askesos dan kesanggupan dari berbagai pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan program Askesos?

7. Bagaimana sikap dari para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan?
(dari sisi kemauan, keinginan yang kuat dan kesungguhan)



8. Bagaimana koordinasi struktur birokrasi oleh Dinas Sosial Yogyakarta?
(mencakup aspek-aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan,
hubungan antara unit-unit organisasi di dalam yang bersangkutan dan
hubungan dengan organisasi luar)

9. Bagaimana standar prosedur oper&saiidard Operating Procedure ‘SOP’
dalam pelaksanaan program Askesos yang dapat mempermudah dan
menyeragamkan tindakan dari para pelaksana dalam melaksanakan program
Askesos?

10. Apakah yang menjadi penghambat berjalannya program Askesos?

11.Faktor pakah yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program Askesos?

L embaga pelaksana Askesos (L PA)

Nama Informan :

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Kapan berdirinya organisasi sosial yang saudara kelola? Sejak kapan
organisasi sosial ini direkomendasikan menjadi pelaksana program Askesos?

2. Apatugas pokok dan fungsi LPA?

3. Apakah menurut LPA program askesos sangat cocok dilaksanakan diwilayah
ini? Apa alasannya?

4. Berapa banyak warga binaan yang dibina dalam organisasi sosial ini, dan
berapa yang menjadi peserta Askesos?

5. Berapa banyak pekerja sektor informal yang direkrut menjadi peserta Askesos
dan berapa banyak yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial?

6. Apakah semua peserta Askesos merupakan warga binaan dari organisasi sosial
ini?

7. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang program Askesos?

8. Apakah telah dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan program Askesos
kepada masyarakat pekerja sektor informal diwilayah saudara? Berapa kali?

9. Berapa orang yang bertanggung jawab menjadi pelaksana program Askesos?



10.Apakah tim yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pelaksanaan
program Askesos pernah mengikuti kursus, pendidikan atau pelatihan sesuai
dengan bidangnya masing-masing?

11.Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan sebagai operasionalisasi
pelaksanaan program Askesos?

12.Berapa peserta askesos yang pernah mengalami klaim? Kapan dan karena
musibah apa?

13.Bagaimana proses klaim tersebut?

14.Berapa kali dana klaim dapat diambil? Berapa besar? Untuk jangka waktu
sampai kapan?

15.Sebagai pelaksana program Askesos, bagaimana menurut saudara manfaat
program Askesos selama pelaksanaan program Askesos bagi peserta sektor
informal?

16. Setelah masa tertanggung satu tahun telah habis apakah masih ada lagi peserta
yang berminat untuk menjadi peserta Askesos? Apakah LPA masih bisa
merekomendasikan sebagai pelaksana lagi?

17.Bagaimana solusi setelah masa pertanggungan satu tahun berakhir?

18.Adakah aturan yang ditetapkan kepada peserta Askesos? Bagaimana aturan
yang ditetapkan LPA terhadap peserta Askesos?

19.Menurut saudara sudah berhasilkah pelaksanaan program Askesos di LPA
ini? Jika ia faktor apa yang mendukung? Jika tidak faktor apa yang menjadi
penghambat atau kendala?

20.Apakah dengan adanya kebijakan program Askesos menguntungkan bagi
LPA?

. Pendamping

Nama Informan :

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apakah tugas, pokok dan fungsi dari tim pendamping dalam pelaksanaan

program Askesos?



2. Kapan tim pendamping melakukan pendampingan?

3. Apa nama LPA tempat saudara melakukan pendampingan terhadap para
peserta Askesos?

4. Berapa jumlah pendamping dalam LPA tempat saudara melakukan
pendampingan?

5. Bagaimana Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang kebijakan program
Askesos kepada saudara?

6. Ketentuan keahlian dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan oleh Dinas
Sosial yang diberi tanggung jawab sebagai pendamping? Apa keahlian dan
kemampuan saudara sebagai pendamping?

7. Bagaimana sumber daya keuangan yang tersedia sebagai operasionalisasi
pelaksanaan pendampingan program Askesos?

8. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan
pendampingan program askesos?

9. Bagaimana informasi berjalannya pelaksaan program Askesos menurut
saudara?

10.Bagaimana sikap saudara sebagai penanggung jawab pendampingan peserta
dalam program askesos? (kemauan, keinginan dan kesungguhan)

11. Bagaimana hubungan sosialisasi saudara selaku penanggung jawab
pendamping program Askesos dengan Dinas Sosial, LPA, BPJS, sesama
pendamping dalam satu LPA dan pendamping LPA lain, serta para peserta
Askesos?

Peserta Asurans Kesgjahteraan Sosial (Askesos)

Nama Informan :

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apakah anda peserta Askesos dan warga binaan LPA? Apa nama organisasi
sosial tersebut?

2. Sejak kapan saudara menjadi peserta Askesos?

3. Apakah yang membuat saudara berminat menjadi peserta Askesos?



Berapa penghasilan minimal untuk dapat menjadi peserta Askesos?

5. Bagaimana menurut saudara persyaratan yang ditentukan untuk menjadi

9.

peserta Askesos?

Apakah saudara pernah mengikuti sosialisasi mengenai program Askesos?
Dari mana dan siapa yang melaksanakan sosialisasi?

Apakah di dalam pelaksanaan program Askesos terdapat program menabung?
Apakah saudara menabung? Apa manfaat yang saudara rasakan dari
manabung?

Apakah anda pernah mendapat santunan dana klaim dari BPJS
Ketenagakerjaan? Jika ia kapan? Berapa banyak? Karena musibah apa?

Bagaimana saudara mengurus dana klaim? Sulit atau tidak?

10.Bagaimana menurut saudara mengenai besaran santunan yang diterima oleh

peserta Askesos? Layakkah jika dibandingkan dengan jenis musibah yang

diterima?

11.Bagaimana menurut pendapat saudara dengan diberlakukannya kebijakan

pemerintah tentang program Askesos?

12. Apakah faktor atau kendala pemhambat yang saudara temui selama menjadi

peserta Askesos?

13. Apakah manfaat yang saudara rasakan selama menjadi peserta Askesos?

. Pedoman Observas

1.

A Al

Letak geografis dan kondisi fisik Dinas Sosial Provinsi DIY, BPJS
Ketenagakerjaan dan LPA.

Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi DIY, BPJS
Ketenagakerjaan dan LPA.

Struktur organisasi Dinas Sosial DIY, BPJS Ketenagakerjaan dan LPA.
Pengendalian pelaksanaan program askesos oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.
Pemdampingan Program Askesos oleh pendamping.

Pemberian pengajuan klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pengajuan klaim oleh peserta Askesos.



C. Pedoman Dokumentas

1.

Struktur organisasi pejabat dinas sosial Provinsi DIY.

2. Struktur kepengurusan Bagian Jaminan Sosial.

Photo-photo kegiatan pelaksanaan program Askesos di Dinas Sosial Provinsi
DIY dan LPA.

Sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi DIY dan bagian jaminan sosial.
Tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi DIY, BPJS Ketenagakerjaan,

LPA, Pendamping.

6. Program-program pelaksanaan program Askesos.

Jumlah data Lembaga Pelaksana Askesos.

8. Jumlah data Peserta Askesos.



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM LKH ASKESOS TAHUN 2014
KANTOR CABANG: D.I YOGY AKARTA
PERIODE Juli 2013 /d Juni 2014

LAMPIRAN 5 TABEL

KOTA Paguyuban 492 76.752.000,00 21.000.000,00 Sri Lestari Y osep Novi
YOGYAKARTA Parkir H.
Malioboro
2 | KAB. GUNUNG Orsos Arrif 500 78.000.000,00 - - - -
KIDUL
3 | KAB. GUNUNG Orsos Tunas 527 82.212.000,00 6.293.270,00 - - -
KIDUL Kelapa
4 | KAB.BANTUL Orsos 583 90.948.000,00 50.000.000,00 - Sarohmah Agung
Sekaringtyas Setiawan
5 KAB. BANTUL LPPM Bina 509 79.404.000,00 © - - -
Insan Mandiri
6 | KAB.BANTUL Y ayasan Bakti 508 79.248.000,00 - - - -
Putra Mandiri
7 | KAB. SLEMAN LKM Kube 542 84.552.000,00 - - - -
Sejahtera 130
8 | KAB. SLEMAN LKS Wiyata 509 79.404.000,00 - 21.000.000,00 Margono Sri Hartanti
Dharma
9 KAB. KULON Orsos Marem 575 89.700.000,00 - - - -
PROGO
10 | KAB. KULON Orsos Nurul 488 76.128.000,00 - - - -
PROGO Jadid
TOTAL 5233 816.348.000,00 56.293.270,00 42.000.000,00 - -
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